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Penggel edahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggel edahan merupakan suatu tindakan
penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketenteraman rumah kediaman ataupun
melanggar kebebasan privasi pada tubuh seseorang. Tindakan penggeledahan ini bisa sgja diambil atas dasar
dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan
penegakan hukum. Bahkan penggel edahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan
penggel edahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi
jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa
ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung
menyangkut hak asasi seseorang, maka penggel edahan harus dilakukan sesuai Undang-Undang. Pengaturan
mengenai penggel edahan diatur dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Permasal ahan yang dibahas adalah mengenai Kewenangan dalam Penggel edahan dilihat dari Perspektif Hak
Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis- normatif yaitu dengan
menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bagaimana K ewenangan dalam Penggel edahan apabila
dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

...... A search is part of an investigation. A search is an act of the authorities to restrict peopl€'s freedoms,
including violating the peace of aresidence or violating the privacy of a person’'s body. These searches can
be taken on the basis of suspicion. Therefore, a person can be searched at any time for the purpose of
investigation and law enforcement. It may even lead to detention. Although searches are usually carried out
on people who have been named as suspects or defendants, if a person is searched at any time, it does not
mean that the person has become a suspect, defendant or convict. These searches can be carried out on
anyone. Because it directly concerns a person's human rights, the search must be conducted in accordance
with the law. The regulation on searches is stipulated in Article 32 of the Criminal Code (KUHAP). The
problem discussed is about the Authority in Searches seen from a Human Rights Perspective. Thisresearch
isajuridical-normative legal research that uses the Law approach to how the Authority in Searches when
viewed from a Human Rights perspective.
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